PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN







Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan 
dan dijelaskan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur didalam 
BAB IX Bagian kedua pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang berbunyi pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. Sarana 
dalam rehabilitasi wajib disediakan oleh instasi negara yang mana diatur 
didalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
yang berbunyi rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan 
baik oleh instansi Pemerintah maupun Masyarakat. Fakta yang terjadi 
dilapangan tidaklah mencerminkan peraturan hukum tersebut dilaksanakan 
dengan baik dan benar oleh para aparat penegak hukum di negara ini. Hal 
tersebut adalah para korban penyalahgunaan narkotika tetap dijatuhi pidana 
bukan rehabilitasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-Undang 
nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban perlindungan 
yang diberikan dalam bentuk pendampingan dari proses penyelidikan sampai 







sebagaimana tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2006 .  
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 
menyarankan: 
1. Seyogyanya dalam setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada 
korban penyalahgunaan Narkotika adalah diserahkan kepada negara untuk 
dilakukan Rehabilitasi. 
2. Seyogyanya dalam penuntutan oleh kejaksaan Yogyakarta mengikuti 
peraturan atau ketentuan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang 
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C. Perundang Undangan 
Undang- Undang Dasar 1945 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan 
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke 
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
 
 
 
